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PUTUSAN
Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Bpp

PR | (RO | D 1] [
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis
telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya
bertanggal 21 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Balikpapan tanggal 21 Februari 2018 dengan Nomor
514/Pdt.G/2018/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 18 Juni 1993, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota
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Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam

Kutipan Akta Nikah Nomor 386/216/V1/93, tanggal 01 Juli 1993;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat

bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Perum

XXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 20 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat

telah dikaruniai 3 orang anak bernama,;

a. XXXX, lahir di Balikpapan, umur 19 tahun;

b. XXXX, lahir di Balikpapan, umur 16 tahun;

c. XXXX, lahir di Balikpapan, umur 8 tahun, dan anak tersebut

sekarang dalam asuhan Tergugai

Tergugat terus menerus jeftj [ ¢ gkaran;
5. Bahwa penyebab i AN  tersebut

dikarenakan Tergugat ingga setiap

ada pertengkaran Ter, Tergugat
melarang Penggugat menolak,
dikarenakan Penggudat agd Tergugat
langsung marah, bahk@Q me . Penggugat
juga pernah mengajuka gug#t dengan sifat
tempramental Tergugat yang bali demi rumah
tangga, tetapi sifat Tergug keras tidak

berubah sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga

keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran

dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November tahun 2017,
yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang
sebagai suami istri, dan sesekali Penggugat menginap di tempat

bekerja di Samboja;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat

menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan
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bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah
ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX)

terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya pe a—sesyai dengan ketentuan

hukum yang berlaku;
Atau apabila Pengadi6 i b&gpendapat lain,

berusaha
: belah pihak
tetapl tidak

mediasi sebagaimana
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk
Drs. H. Muhammad Kurdi, hakim Pengadilan Agama balikpapan sebagai
meditor dalam perkara ini, kemudian berdasarkan laporannya tanggal 6
April 2018, menyatakan mediasi tidak berhasil menyelesaikan peraka
Penggugat dan Tergugat secara damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat
tertanggal 21 Februari 2018, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan
oleh Penggugat;
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- Bahwa posita 1 benar, Tergugat telah menikah dengan
Penggugat pada tanggal 18 Juni 1993, di KUA Kecamatan
Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

- Bahwa posita 2 benar, setelah menikah terakhir tinggal di
rumah bersama di Perum XXXX;

- Bahwa posita 3 benar, dari perkawinannya tersebut telah
dikaruniai 3 orang anak dalam asuhan Terguagat;

- Bahwa posita 4 tidak benar, jika sering terjadi pertengkaran

sejak tahun 1995 yang benar se'

- Bahwa bens

bulan November ' r sekamar
lagi; /

- Jak keberatan
untuk bercerai dengan P

Berdasarkan hal-hal terseby rgfgat mohon kepada

Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat
telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan
gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas,
Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula dan
tidak kebaratan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalii gugatannya
Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah Nomor 386/216/XV/93 bertanggal 01 Juli 1993 yang dikeluarkan

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota
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Balikpapan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp
6.000,- (Bukti-P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di
persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas
pertanyaan majelis mengaku bernama:

1. XXXX, Balikpapan, 04 Oktober 1997, agama Islam,

pekerjaan Karyawati swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXX,

Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan

- bahwa saksi kena gat dan Tergugat

karena sebagai Tem /
at

sebagai berikut:

- bahwa Pengg
1993 di Kecama
- bahwa setelg

- bahwa saksi melihat Penggudat dengan Tergugat bertengkar
karena Penggugat telah dilarang bekerja oleh Tergugat;
- bahwa Penggugat kadang-kadang tidak pulang ke rumah
karena menginap di tempat Penggugat bekerja di Samboja;
- bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya
bulan November 2017, akibatnya Tergugat dengan Penggugat
berpisah kamar tidur hingga sekarang;
- bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun
lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXX, Balikpapan, 03 Februari 1996, agama Islam,

pekerjaan Karyawati swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXX,
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Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan
sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat
karena sebagai Teman Penggugat;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun
1993 di Kecamatan Balikpapan Utara;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah terakhir
tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan
Gunungbahagia, Kecamatan

bekerja;
- bahwa puncg

November 201

dengan Tergugat akan tetapii
Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak
menambah keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim
segera menjatuhkan putusannya;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan
ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak

terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, demikian juga
upaya damai melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016, berdasarkan laporan darimediator Drs. H.
Muhammad Kurdi tanggal 6 April 2018, menyatakan bahwa mediasi tidak
berhasil menyelesaikan perkaranya secara damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam
perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengakaran antara

Penggugat dengan Tergugat dalam rumahtangganya (broken marriage);

ad s>V el 569 «

Menimbang, bahwa meskipun dé , oleh karena perkara ini
mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan
untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka
kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan
kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil
gugatannya tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa
(Bukti-P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama
XXXX dan XXXX, yang pokok-pokok keterangannya saling bersesuaian
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;
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Menimbang, bahwa dari (Bukti-P) dihubungankan dengan
keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat
dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan dan belum
dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah
diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama
lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai

suami istri yang telah menikah pada_ig 3| 18 Juni 1993 di Kantor

tinggal di rumah kedia
perkawinannya telah djk
dalam asuhan Terguga
3. Bahwa awalnya

berlangsung  rukun

perselisihan dan pert§

aran yang terus men
o eamendy dad
i ] ¢ d

r,

Tergugat telah berlaku

£

Penggugat untuk bekerja;

puncaknya pada bulan November 284 atnya Tergugat dengan
Penggugat telah berpisah ranjang hingga sekarang;

5. Bahwa saksi-saksi sebagai teman dekat kedua belah pihak sudah
berusaha untuk menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun dengan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan
bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak
harmonis dan tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran
terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya
masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri
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sampai hidup berpisah ranjang/kamar tidur sudah berlangsung lebih dari 5
(lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti
tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya
adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan
dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga
gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra

Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim akan

dengan tujuan untuk memigg
dan kekal berdasarkan Ke
Pasal 3 Kompilasi H
mewujudkan kehidupan
rahmah’;

Menimbang, bahwa
salah satu unsur dari perka
pria sebagai suami dengan

perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya
perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dan
Tergugat yang keadaannya sedemikian sudah tidak mencerminkan lagi
sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah,
mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum
dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat
ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab A/
Igna’ juz 1l halaman 133 sebagai berikut:

adll olall asle sl lg>g ) ax>gll axt, pas il Olo

Artinya : “Tatkala istri telah menunjukan ketidaksenangannya terhadap
suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya
laki-laki (suami) dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari

“c” Kompilasi Hukum
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan
dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

10
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MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX)
terhadap Penggugat (XXXX);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu

rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan_dalam rapat permusyawaratan

Hakim-hakim Anggota,

Drs. H. Ibrohim., M.H. Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa’i, M.H. Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.
Perincian biaya

perkara:
- Pendaftaran Rp. 30.000,-

11
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